PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 34 TAHUN 2001

Tentang

RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN TERNAK

DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN MERANGIN
TH. 2002




T RN He
5 Raht s g
et osT o AR A A
ARTIOTR AR U R
FEIEROE) AN

AR,

B R




7}

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 34 TAHUN 2001
TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN TERNAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbarg =  a.

Mengingat 1.

N

[€N]

BUPATI MERANGIN,

bahwa dalam rangka upaya panartiban dar
pengawaszan populasi ternak vang - ada di
fabupaten Merangin, maka perlu dikeluarkan Izin
Pengsluaran Ternak bagi ternak vang akan dibawa
keluar Kabupaten Merangin;

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana Yang
dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 7  Tahum 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun  Bangko
dan Daserah Tirgkat II Tanjung Jabung ( Lembaran
Nagara Republik Tndonesia Tahun 1945 Nomor 50
dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun
1956 tantang Pembentukan Dasrah QOtonom Daerah
Kabupaten di Propirsi Sumatera Tengah ({ Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 25 );

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
porak  Kepogawalan! Lembaran Negara Tahun 1974
Nemor B85, Tanbahan Lembaran Negara Nomor %041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 42 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999,
Tambahan Lembaran Negara HNomor I890):

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor &. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonssia Nomcr 3209);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997  tentang
Pajak Daerah dan Rotribusi Dasrah (Lembaran
Nagara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 .
Tambahan Lembaran Nogara Republik Indonssia
Nomor 2&85), Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang MNomar 34 Tahun 2000 ( Lembaran
Negara  Tahun 2000 Nonor 246, Tambahan Lembaran

N

Nogara Nomor 4048 ) ;

3. Undang-undang. .. ... .....
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentand
Pemarintahan Daerah ( Lembaran Negara - Rapublik
Indonesia Tahun 1999 Nomor &0, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3I8329);

G Undarng -undang Mamar 54 Tahun 1999 Tarbang
pembent ke rabupaten  Sarolangun, Kabupaten
tebho, Kabupaten Muaro Jambi, dan kabupaten
Tarjung Jabung Timur ( Lembarar Negara Tahun
1999 Nomor 182, Tambahan Lembararn Negara Nomor
3904 ): ‘

7. Paraturan Pamerintah  Nomor 20 Tahun 1997
tentang Ratribusi Daerah (  Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55.Tambahan

Lembarar Negara Republik Tndonessia Nomor 3692);

3. Peraturan Pemarintah Nomor 25 tahun 1999 tentang
Kewenangan Pemarintah dan  Kewanangan Propinsi
zebagai  Daerah Ctonom ( Lembaran Nagara Tahun
1999  Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
TR82 )3

Peraturan Pamerintah Nomor &6 takun 2001 tehtang
Aentribusi Dasrah ( Lembaran Negara RI Tahun
2001  Nomor 199. Tambahar Lembaran Negara Nomor
413 )

10 . Keputusan Prosidan RT Nomor 44 Tahun 1999
tentang Tehnik Panyuszunan Maraturan Perudang-
undangan, dan bentuk Rancangan Undang-undaing,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan  Rancangan
Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 70 )

DENGan OB . . v we v un
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Peraturan Dasrah 1ndl yvang dimaksud dengan:
i i

L

o i .
Labupaten adalan Kabupaken Merangin.

t

i

Pemarintah

'

Pamerintah adalah

Kabupatan

MorangLn
DRRD adalanlh DPRAD Kabupataen Merangin.

Bupati adalah Bupati Merangin.

Petornakan adalah Kantor Peternakan

Merangin.

Kantor
habupaten
Dinas Pondapatan

Cinas Paendapatan  adalah

rabupaten Marangin.

Dasa/Kepala Kalurahan adalah  Kepala
celurabian dalan Kabupaten Merangin.

Kepala
b

'
ek }

Dasrah  adalah  Kas  Dasrah Kabupaten

Merangin.

diberi

Dawsirah

adalah  Pagawal yvang

Retribusi

Tugas

bairtentuy  dibldsing aEesuUal

dengan Peraturan Pecundang-undangan.

Badan  adalan suatu bantuk Badan Usaha  vyang
Terbatas,  Perseroan
Parsaroan Lainnya, Badan
Negara atau Daarah dangan Nama
Porkumpulan,
Organisasi
ana, Fensiun, bentuk

sadan usaha lalnnya.

maeliputbi Parserodan
Usana
bantuk
Firma,

Yang
usatis

Komandi ber,
Milik
apapurn, persekutuan,

kongsi, Yayasan, atau

e eSS

, Lembaga, D

Leltap sarba vantuk

Ko dzin Pengeluaran oo .ee.w. .



K.

Izin Pengeluaran Ternak adalah Izin vyang
dikelurkan oleh Kantor Peternakan denagan
surat bukti sebagai tanda bahwa ternak

dimaksud csudah sah untuk dibawa keluar
Daerah.

Retribusi Tzin Pengsluaran Ternak -vang
selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah
paembavaran atas pembarian Izin olah

Pemerintan Dasrah kepada Orang Pribadi atau
Badan untuk mengeluarkan Ternak keluar
Daerah.

Pemilik Tearnak adalah seseorang atau Badan
hukum vang memiliki  ternak untuk dibawa
kaluar daerah,

Ternak beaar adalah Karbau, Sapl dan Kuda

Tarmak Kecll adalsh Kambing, Domba

Tornak Unggas  adalalh Ayam  bukan ras, Ayam
Fas, Itik, Angsa dan Entok.

I A

furung

Surat Ketetapan Retribusi Daarah vang
sslanjutnya disingiat dengan EKRD adalah
Surat  Keputusan  vang manantukan bosarnya
Jumlab retribusi yang tarhutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daaral Kuﬁang Bayar
Tambahan, vang selanjutnya dapat disingkat
SKROKBT adalah Surat Keputusan yang
manontukan tambanan atas  Jumlah Retribusi
yang ditstapkan. '

Surat Ketetapan Da=rah Leblh PBavar, vang
selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah
Surat Keputusan vang menesntukan Jumlah
kolsbihan pembayaran Retribusi Karena jumlah
kraedit Retribusi lebih besar daripada
Retribusi vang terhutang atau tidak
ssharusnya terhutang.

Surat Tagihan Retribusi Dasrah yang
selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan taginan Retribusi dan atau
sanksi Administrasi berupa Bunga atau Denda.

w. Surat Keputusan ...........



w. Surat Keputusan Kebsratan adalah surat atas
keberatan terhadap SKRD, atau Dokumen lain
vang diparsamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB vyang
diajukan oleh wajib Retribusi.

%, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan

atau ketsrangan lainnya dalam ' rangka
pengawasan kepatuhan pamenuhan ‘keawajiban
retribusi Daerah bardasarkan Paraturan

Perundang-undangan Retribusi Dasrah.

y. Penyidikan tindak Pidana dibidang,vRetribusi
Dasran adalah serangkaian tindakan Jyang
gilakukan oleh penvidik Pegawal Negeri Sipil
vang salanjutnya disebut Penyidik, untuk
mancari, serta mengumpulkan bukti,
yvang dengan bukti itu mamnbuél terang tindak
aidana dipidangy Retribusi Dasrah yang terjadi
sorba mensnukan Larasngra.

5 A B T
NAMA . OBJEX DA aUBJER AFTRIBUET
nesal 2
Dengan Nama Retribusi Irin Pengsluaran Tarnak
dipungut Retribusi scbagal pemnbay&aran atas
pemborian Trzin kepesda Orang Pribadi atau Badan
untuk mangsluarkan Tarnak kaluar Daarah.

pasal 3

Objek Retribusil adalah pembarian Tzin
Pengeluaran Ternak kaluar Daetrah.

Pasal <
Objek Retribusi adalah Orang pribadi atau sadan

vang memperolab Izin Papgeluaran Ternak kesluar
Derah.

BaB III

PEMERIKSAAN DAN IZIN PENGELUARAN TERNAK



(L)

(4)

Pamerikesaan Ternak

Sstiap ternak vang dkan wdibawa} Ke  luar
Daerah, tarlebih dahulu harus dilakukan
pamsriksaan oleh Kantdr  Peternakan  atau
Petugas vyang ditunjuk untuk itu;

Setelah  dilakukan pemerikssan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) , kepada pemilik
Teirnas  vang akan membawa  ternaknya  keluar

Dasrah diberikan Surat Ketarangan
pemeriksaan  yang bentuk dan  isinva adalah
sabagaimana tortera pada lampiran T

Peraturan Dasrabh ini.

Bagi pamilik  ternak  yvang akan menbawa

tarnak  kelusr dari Daerah harus mendapat
rekomendas]  sacare  tertulis  dari Bupati
wrangin cg Kepals Yantor Peternakan:

Rekomendasi =sebagaimana dimaksud ayat (1)
disertail /  dil

ampiri  dengan porsyaratan
sobagal barilkut
a. Surat Tanda  Bukti pemilikan Tarnak

dari kKedals Desa / Kepala Kelurahan yang
barsangkutan;

b. Surat tanda bukti Identitas Diri:

¢. Burat Tanda Bukty pemeliharaarn dan
pemeriksaan dari Dinas Feternakan:

o, Buktil lunas retribusi:

Setelan diadakan penolitian kalenrgkapan
persyaratan  oleh  Kantor P@ternakan, atau
patugas Yarg ditunjuk maka sagera
dikeluarkaan ijin pengeluaran Tarnak;

Apabila persyaratan dimaksud ayat (2) tidak
dipanuhi maka Kepala Kantor Cg. Petugas yang
ditunjuk membuat surat penolakan démgan
mencantumkan alasan-alasan penclakannya.
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BAB IV

GOLONGAN RETRIBUS

Pasal 7 84
Ratribusi Izin Pengeluaran Ternak dggaiongkan

sabagal Retribusi Parizinan tertentu.

DALY A2

O Y
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 8
ingrat pengguna Jasa dihitung bordasairkan jenis

grnak dan Banvaknya Tzrnak yvang <izinkan  untuk

FRINSIF AN SASARAN DALAM PENETARPAN STRUKTUR DAN
BESARNYS TARIF
Paoal 9

(1) Prinsif dan sasaran dalam penetapan Sruktur
dan  basarnya tarif Ratribusi adalah  untuk
menutup  sabagian stau  zama  dongan blava
venyelenaaraan:

(2) Piaya saoagian  dimaksud pada ayat (1)
meliputi biaya transportasi dalam rangka
pamerikesan dilaevarigan, monitoring = dan

pembinaan.
BAL VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10
(1) Struktur tarif digolongkan berdasa?kan %eni~
ternak dan banyaknya Ternak yang dlkeluarkan

kaluar Daerah;

(2) Besarnya Retribusi sebagaimana }ayati (1)
ini ditetapkan sebagai berikut :

Aa. Kerbau Rp.15.000, - /ekor.
b. Sapl dan Kuda Rp.10.00C, - /askor.
¢. Kambing dan Demba Rp. 5.000.-/skor.
d. AnJing Rp. 2.500,-/skor.
)

. Unggas : Rp. 250, /akor



TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal ;l

(1) Pesmungutan Retribusi tidak dapat
divarengkan;

(2) Retribusi dipungut dergan menggunakan SKRD;

(z) Hezmil Petyibasd dipungut asbagaimana
dimakeud dalam Pasal 10 ayat (2) disstor
socara Bruto ke “as Dasrah oleh Bandahrawan
lemuauz Kantor Patornakan.

BAB IX

WILAYAN PEMUNGUTAN

Retribusi vang terhutana didungut diwilavyah
Dacrah tempar Lrin Tarnak dikeluarkan.

BAR X
SANKET AMINISTRAST
Pasal 13

Dalam waiib ratrivusil tidak membavar tepat pada
waktunya atau kurana membayar, dikanakan sanksi
administrasi sebesar 5% (lima persen) setlap
Bulan dari besarnva rotribusi vyang terhutang
vang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan
mangagunakan SHRD.

BAR XTI
Pl e GAalke PEMAGIHAL
Pasal 14
(1) Retribusi terutang bardasarkan SKRD,
SKURDKBT, STRAD. surat keputusan pembstulan,
surat keputusan Kkebsratan dan putusan
banding vang tidak atau kurang dibayar olsh

wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih
dengan surat paksa.

BAB XII.... e
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(3)

(4)

(1)
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BAB XII
THETA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15
Bupati menentukarn  Tanggal jaﬁdh tempo

pembayaran dan  penyestoran retribusi vang
tarhutang paling lambat 30 (tiga puluh) hari

saat tarhutang,

SKRD, SHRDKE, OTRD, Surat Kaputusan
vembatulan, Surat keputusarn kebahatan dan
putusan  banding  vang menysbabkan Jumlah

retribvusi oyarmg harus dibavar bertambah ,
harus  Jilurasd dalam jangka ‘waktu  paling
Lama i (mand) bulsn sejak Tanggal

diterbitkan surat tsrasbut diatas:

Atas  Permohonan Walib retribusi vary telah
at

mamanuhl osrsyaratan, bupati clay
membarikan parsetujuan kapada wajib
retribosi untuk msngansur atau  msnunda

pembayaran retribusi 5% (lima persen) setiap
bhulan;

Tata cara pembavaran. tempat poambavaran,
penundaan  pembavaran  retribusi  ditstapkan
lepbih lanjut aleh Bupati.
RAaB XITII
SAAT RETRIBUSTI TERHUTANG
Pasal 16

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat
ditetapkan SKRD.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN .
Pasal 17

Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian
Kartu L.xin Fangeluaran Tornak parlu
dilakukan pembinaan dan pengawasan serta
poengandalian yvang dilakukan oleh Kantor
Paternakan dengan melibatkan Dinas o
Instansi tarksit; ’
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(1)
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Hasil pembinaan  dan  pangawasan sarta
pangendaliar zabag2imana dimaksud pada avat
(1) dilaporkan soecara barkala ataupun satiap
saat. Sika dipandang perlu  oleh Kantor

Dotornakan wapada Bupatil

siava operasional penatrikan retribusi  ilzin

pengsluaran tarnak bagil patugas Yang
NEsarnya diatur labih lanjut. dongan

haputusan Bupati.

Wajib Ratribusi  vang  tidak melaksanakan
kewajinannya sahinggs marugikan kauangan
Dasrah diancam Pidana Kurungan 3 (tiga)
Bulanm kurungan atad Denda  paling banvalk
Rp.2.500.0CC.~ { dua juta lima rabus  ribu

rupialy Yo

Tindak pidana scbagaimana dimaksud ayat (1)
adalah pelangaaran. :

o VI
PENYTIDTKAN
Pasal 19

Pojabat Pogawal Nageri sipl
dilingkungan Femerintah daer
ny

wewaenang Kiusus  ssbagal pe
malakukan penyidikan tindak pidana
dividang parpajakan atau ratribusi

sebagaimana  dimaksud Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Wewenang Danyidik  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mancari, mengumpulkan  dan
mensliti <aterangan atau laporan

barkanaan dengan tindak pidana . dibidang
retribusi Daerah agar keterangan atau
lapnran tersebut menjadi lebih lengkap
dan Jjelas;

b, Menelitil...weaws



_ll...
b. Mensliti, mencari dan mangumpulkam
keterangan mengenai Orang pribadi ;atau
Badan tentang kebenaran perbuatan /BN

dilakukan sehubungan dengan tindak pldana
retribusi Dasrah:

c. Meminta keterangan dan bahan buktl dari
orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang ‘retribusi
Daesrah: ’

d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan
Dokumen—dokumen lain berkenaan dangan
tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan
Laharn  bukti  pambakuan. pancatatan dan
Dokumen-dokumen lain zerta melakukan
panyitaan tarnhadan bakan oukti tarsabut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
Ol akenapsaan besoime nanyidikan Lirmdak
oidanz dibidang ietribusi Daerah;

nenti. melarang 38688Crang
alkain ruangan atau tampat pada
ritssan sedang berlangsung dan

)

=

-

[ie}

>
(1IN 3

b

memrikss  indsnrbitas 5@8880rang  dan  atau
dokuman  vang  dibawa sabagaimana pada

Fiis Meug1ret saseorang yang berkaitan  dengan

tindak pidans Retribusi Daerah:

i. Memanggil arang untuk didengar
feterangannya dan’'  diperikea sebagal
Larsangka atau cake -

k. Malakukan tindakan lainEyang perlu untuk
kalancaran “"Hjldlka ¢otindak pidana
dibidang rotribdusi nenurut  hukumn yang

2a .Lp&rtanggungjawabkam :

g

&3
o

L‘I‘

BAB XVITI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
(1) Dengan berlakunya Peraturan Dasrah ini,
maka segala Peraturan yang mengenai Izin

Pengeluran Ternak tidak barlaku lagi;

(2Y Hal—fnal



(2) Hal~-hal yaig  balum  cukup diatur dalam
Peraturarn Daerah ini, sepanjang’ mengoral
taknis pelaksanaannya akan diatur dengan
Keputusan Bupati. :

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai barlaku nada
Tanggal diundangkan:

MNgar setian orang dapat mangetahulinya
pemerintah  mergurdangankan  peraturan Daearah
ini, dengan mairwinoatkannya  dalam Lenbaran

Dasran Kabupaten Marangin

Disahkan di Ranghe
Pada tanggal 18-12- 2001

BUPATT MERANGIN,

tta

H. ROTANI YUTAKA, SH.

Diundangkan Dalam Lembaran
rabupaten Merangin

SEKRETTARIS DAERGH

KABUPATEN MERAMGIN

Dra. H. M. AZIZ YUSUF

PEMBINA UTAMA “UDA
Nip. 01¢ 055 s8¢
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FENJELASAN

ATAS
MERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 34  TAHUN 2001

TENTANG
RETRIBUST IZIN PENGELURAN TERNAK

FENJELASAN UMUM
Calam  rangka mendukuncdg perkambangan ctonomi daeral vang

wata, dimamiszs, zecasi,  Jdan soiltanaaung  Jawabk, pembilavaarn
pamsrintah dan  penbangunan Daoral VARG bareumber dari

Pendapatan Asli Dasrah. khususnya vang berasal dari retribusi
dasrah harus dipunaut dan dikelols sacara lebih bertangaung

Jawab. Dan dengar “amakin maningkatnya palaksanaan
pembangunan, keqgiatan jasa pelavanan oleh dasrah umtuk buduan
Kepentingan davi penentsatan  uinun diarahkan  agar trdak
merjhanoat i sabal ikiyae dapat mBnHUNI angy maha
peninghkatanr pactunbuhan parekonamian  daerah. Untuk itu
dilakuxan pergawassr  ternak kaluar s Kabupaten e luar

Laeral Y3 ashatan, halkl kepemllikan
ternak, ssbagail jasna usak
Deraturan Casialh  tentang retribusi  izin pangslusran
terrmsk ttatapian untuk mengatur labih lanjut bsberapa  hal
Yang diperluken dalam rangka pelakeanaan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 19?7 sebagainana tslah dirubah dengan Undang-
f

undang Nomor 24 Takum 2000 sentang Fajak Dasrah dan Retribusi

PN e o
PR

Panjelazan Masal demi Pawal

Pasal 1 Cukup Jelas.
Pasal 2 oukup Jolao.
Fasal I cukup Jolas.
Pasal 4 Cukup Jelas.

sal I Cukup Jelas.
Pasal & Cukue Jalas
Pasal 7 Cukup Jelas.
RPasal 8 Cukup Jeclan.
FPasal 9 Cuxup Jelas.

Pasal 10 Cukup Jolas.
Pasal 11 Cukup Jelas.
Pasal 12 Cukup Jelas.
Pasal 12 Cukup Jelas.
Pasal 14 Cukup Jslas.
Pasal 15 Cukup Jelas.
Pasal 16 Cukup Jelas.
Pasal 17 Cukup Jelas.
Pasal 1€ Cukup Jelas.
Pasal 19 Cukup Jelas.
RPasal 20 Cukup Jelas.

sal 21 Cukup Jelas.
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